





A.  Latar Belakang  
Sebagai suatu hubungan hukum antara pria dan wanita, perkawinan tak 
hanya berimplikasi pada lahirnya hak dan kewajiban dalam perkawinan, harta 
kekayaan, kewarisan, harta bersama, dan pengasuhan anak semata. Namun, 
juga pada putusnya perkawinan, entah yang terjadi karena kematian salah satu 
pihak, perceraian maupun putusan pengadilan. 
Pada aspek putusnya hubungan perkawinan sebab perceraian, baik 
agama Islam maupun hukum positif meniscayakan hal tersebut lantaran 
mungkin saja perceraian merupakan solusi terhadap konflik berkepanjangan 
yang dihadapi suami-istri. Itulah mengapa terdapat hadis Rasul yang diriwayat 
Umar:1 
 الطَََّلقُ  اللهُ  إ لَى اْلَحََللُ  أَْبغَضُ 
“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian 
(talak)” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah dibenarkan oleh al-Hakim). 
Selain itu, mungkin saja suatu hubungan rumah tangga tak lagi 
menghendaki tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan entah dalam 
fikih munakahat, maupun dalam hukum positif. Pasal 3 Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) pada intinya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah 
menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.  
Ismatulloh dalam karyanya menyebutkan bahwa arti sakinah adalah 
kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Adapun arti mawaddah 
adalah kasih sayang, yang mana secara filosofis merupakan dorongan batin si 
pecinta terhadap yang dicintai agar selalu terhimdar dari marabahaya. 
Sedangkan arti rahmah ditransformasikan secara leksikal menjadi rahmat yang 
artinya empati terhadap pasangannya.2 
Adapun Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutkan yang pada intinya bahwa suatu 
perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Sebagai penafsiran secara sistematis, Penjelasan UU Perkawinan 
menyebutkan bahwa secara garis besar suami dan istri diharapkan agar saling 
membantu demi pengembangan kepribadian yang dengannya mencapai 
kesejahteraan spiritual dan material.  
Tiada pertentangan antara KHI sebagai landasan materiil fikih 
munakahat di Indonesia dan UU Perkawinan sebagai landasan materiil hukum 
positif. Lintasan sejarah membuktikan bahwa ditunjuknya hukum perkawinan 
                                                 
1Dalam Ahmad Rofiq. 2000. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 
Hal 59. 
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sesuai dengan hukum masing-masing agama, adalah implementasi Sila pertama 
Pancasila.3 
Jika suatu perkawinan hanyalah terdapat permasalahan sana-sini yang 
menimbulkan ketidaknyamanan (tidak sakinah), sering saling menyalahkan 
(tidak mawaddah), dan mengabaikan hak satu yang lainnya (tidak rahmah) 
sehingga dengannya tidak akan memunculkan kebahagiaan, maka perkawinan 
tidaklah sama sekali berkesesuaian dengan tujuannya.  
Namun demikian, perceraian bukanlah hal yang mutlak dibenarkan. 
Poin 4 huruf e Penjelasan UU Perkawinan secara eksplisit mengutarakan bahwa 
UU Perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian. Tidak setiap alasan 
selalu dibenarkan dalam mengajukan perceraian, Pasal 19 Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan (PP No 1 Tahun 1975) memperinci alasan 
perkawinan hanya pada:  
1. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabok, penjudi, pemadat, atau 
hal lain yang dulit disembuhkan;  
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama lebih dari dua 
tahun tanpa alasan dan izin yang dibenarkan; 
3. Selama perkawinan berlangsung, ada salah satu pihak yang dihukum 
penjara lebih dari lima tahun; 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
berbahaya bagi pihak lainnya; 
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak 
bisa lagi melaksanakan tugasnya sebagai suami atau istri; dan 
6. Terjadi perselisihan yang tidak akan dimungkinkan kembali kerukunan 
tercipta di antara keduanya. 
Adapun sebagai hukum yang lebih khusus (lex spesialis), Pasal 116 KHI 
menambahkan kebolehan melaksanakan perceraian dengan alasan jika suami 
melanggar taklik talak dan jika salah satu pihak keluar dari agama Islam yang 
sehingga dengannya memunculkan ketidakrukunan.  
Sejak kurang lebih dua tahun ini, Indonesia telah mengalami pandemi 
Covid-19 yang menyebarluas dari Wuhan, China. Dalam upaya mengurangi 
proses penyebaran virus, pemerintah melalui Menteri Kesehatan menerbitkan 
Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala 
Besar.  
Konsekuensi dari aturan ini, muncul istilah social distancing dan 
physical distancing. Tentu saja hal ini berdampak pada aktivitas sosial dan 
keagamaan masyarakat. Para pekerja dihimbau untuk bekerja di rumah, anak-
anak sekolah belajar di rumah dan aktivitas sosial dibatasi. Kondisi ini 
berdampak pada perkembangan ekonomi.4 
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Hal ini berdampak juga terhadap kehidupan rumah tangga seperti 
meningkatnya angka perceraian dan peningkatan ketegangan dalam rumah 
tangga.5 Menguatkan data ini, terdapat survei yang dilakukan terhadap 2.285 
responden dengan kriteria dominasi perempuan berasal dari pulau Jawa berusia 
31-50 tahun. Latar belakangnya pendidikan lulusan S1/sederajat, sudah 
menikah, mempunyai anak, penghasilan Rp. 2.000.000,00- - Rp. 5.000.000,00-
tiap bulan, serta pekerja penuh di sektor formal.6 Hasil survei menunjukan satu 
dari tiga responden melaporkan bertambahnya pekerjaan rumah tangga yang 
membuat dirinya stres sekitar 10,3%. Lalu 235 responden melaporkan bahwa 
hubungan mereka dengan pasangan semakin tegang. 
Covid-19 memiliki dampak yang tidak kecil. Mulai dari berkurang 
bahkan hilangnya pendapatan karena semua harus di rumah, pembeli sepi, 
dagangan makanan tidak laku, mereka bahkan menjadi rugi. Penyedia jasa 
angkutan sepi penumpang, tidak ada orang ke kantor, bekerja dari rumah, tidak 
ada anak pergi ke sekolah, belajar di rumah. Kenyataan meski tiada pendapatan 
mereka harus tetap makan, keadaan yang tidak normal demikian dapat memicu 
berbagai konflik, kepanikan, ketakutan yang berlebih, kebosanan, kekerasan, 
bahkan akhirnya terjadi perceraian.7 
Padahal, jika merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur baik dalam 
UU Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975, dan KHI, sejatinya perceraian faktor 
ekonomi bukanlah hal yang dibenarkan. Sebab, alasan-alasan secara spesifik 
yang diatur oleh peraturan perundang-undangan a quo tidak menentukan. Jika 
dilaksnakan penalaran secara argumentum a contrario pun juga tak dapat 
dibenarkan.  
Permasalahan perceraian dengan dalih ekonomi sejatinya tidaklah 
berdiri sendiri, namun ia adalah sebab dari persilisihan tiada henti (syiqaq) 
antara suami dan istri. Inilah yang banyak dijadikan landasan oleh 662 orang 
penggugat atau pemohon perceraian di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A. 
Jika dijumlahkan dengan keseluruhan alasan perceraian karena syiqaq yang 
berjumlah 1.234 orang pada tahun 2020, maka kurang lebih sebanyak 35%.8 
Permasalahan ekonomi yang berujung pada perselisihan secara terus-
menerus memang kendala utama yang dialami sebagian besar pasangan suami 
istri di Indonesia. Armansyah Matondang membenarkan bahwa faktor ekonomi 
                                                 
5Antara News, Perceraian di Pulau Jawa Meningkat Gegara Pandemi COVID-19, 
https://news.detik.com/berita/d-5150980/perceraian-di-pulau-jawa-meningkat-gegara-pandemi-
covid-19 diakses tanggal 11 Desember 2020 
6Merdeka, Penyebab Angka Perceraian Meningkat Selama Pandemi Covid-19, 
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7Hermansyah Batin Mangku dkk. 2020. Covid & Disrupsi (Tatanan Sosial Budaya, 
Ekonomi, Politik dan Multi). Bandar Lampung. Pusaka Media. Hal 69. 
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yang rendah kerap kali kebutuhan hidup terasa kurang, sehingga dengannya 
kebahagiaan dianggap tak dapat digapai.9 
Namun demikian, kebahagiaan sejatinya adalah persepsi subjektif yang 
dimiliki oleh tiap individu. Kebahagiaan tak hanya berdasarkan pada kondisi 
finansial semata, namun juga faktor batin. Setiap orang memiliki standarnya 
masing-masing dalam memahami arti kebahagiaan. Tujuan mulia perkawinan 
baik dalam fikih munakahat maupun hukum positif hendaknya menjadi 
pemahaman dasar yang melandasi perkawinan. Faktor ekonomi hanyalah salah 
satu dari sekian banyaknya sarana yang membantu mewujudkan kebahagiaan 
yang kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga.  
Pada konteks penelitian ini, terlihat kesenjangan antara apa yang 
seharusnya (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Seharusnya, 
apabila kesadaran hukum atas tujuan perkawinan terdapat dalam masyarakat – 
terkhusus di Kota Malang, maka perceraian dengan dalih ketidakmampuan 
memenuhi ekonomi bukanlah alasan yang tepat. Atas dasar masalah ini, peneliti 
tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan judul “Analisis Yuridis Empiris 
Kesadaran Hukum Masyarakat di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A 
Terhadap Tujuan Perkawinan Menurut Fikih Munakahat Dan Hukum 
Positif Semasa Covid-19”. 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, peniliti mengidentifikasikan 
beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana teori kesadaran hukum masyarakat di Pengadilan Agama 
Malang Kelas 1A yang mengajukan perceraian pada masa Covid-19 
terhadap tujuan perkawinan menurut fikih munakahat dan hukum 
positif? 
2. Bagaimana pengaruh antara kesadaran hukum tujuan perkawinan 
menurut fikih munakahat dan hukum positif dengan perkara perceraian 
pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A? 
C.  Tujuan Penelitian 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk:  
1. Untuk mengetahui bagaimana teori kesadaran hukum masyarakat di 
Pengadilan Agama Malang Kelas 1A yang mengajukan perceraian pada 
masa Covid-19 terhadap tujuan perkawinan menurut fikih munakahat 
dan hukum positif 
2. Untuk mengetahui bagaimanapengaruh antara kesadaran hukum tujuan 
perkawinan menurut fikih munakahat dan hukum positif dengan perkara 
perceraian pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A 
D.   Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 
referensi dan sumbangsih pemikiran bagi penulis. 
a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum bagi penulis 
terhadap permasalahan hukum; 
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b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan 
bagi perguruan tinggi sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap 
objek yang sama; dan 
c. Untuk mencari solusi permasalahan yang timbul dalam penelitian ini 
yang melibatkan instansi terkait, sehingga supremasi hukum bisa 
ditegakkan. 
E.  Kegunaan Penelitian 
a. Bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum islam dan sarjana 
hukum; 
b. Bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat 
mengenai permasalahan yang terjadi dimasa pandemi covid 19 dan cara 
untuk mengatasi agar keluarga tetap damai sejahtera; dan 
c. Bagi negara untuk bahan referensi khususnya mengenai perceraian di 
masa pandemi covid: analisis perkara perceraian di pengadilan agama 
kota malang pada tahun 2020. 
F.  Penelitian Terdahulu  
Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam 
melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan 
dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dan juga penelitian terdahulu ini juga 
membuktikan orisinilitas atau kebaharuan terkait penelitian yang dilakukan 
oleh penulis.  
Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan 
judul yang sama seperti judul penelitian penulis mengenai Kesadaran Hukum 
Tujuan Perkawinan Menrut Fikih Munkahat dan Hukum Positif Semasa Covid-
19 (Studi Kasus Perkara Perceraian Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama 
Malang Kelas 1A Tahun 2020). Namun penulis mengangkat beberapa 
penelitian dan jurnal sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada 
penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa 
jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 
Skripsi karya Mutmainatun Ulfaniatri MagfirohJudul Skripsi ini 
mengenai “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19” Di Pengadilan 
Agama Salatiga”.10Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya 
virus Corona yang mengubah aspek kehidupan pernikahan. Perceraian untuk 
sekarang ini sedang marak karena adanya virus Covid 19. Perceraian terjadi 
karena beberapa faktor yang pada umumnya yang menjadi pemicu kasus 
perceraian itu meningkat. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi ini adalah 
sama-sama membahas terkait perceraian selama pandemi covid dan memiliki 
perbedaan yaitu lokasi Pengadilan Agama serta subjek yang akan diteliti 
berbeda. 
Skripsi Karya Mohammad Ridwan Hakim. Skripsi kali ini berjudul 
“Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama 
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Kabupaten Indramayu Tahun 2011)”.11menitikfokuskan penelitian pada 
Fenomena perceraian karena faktor ekonomi yang kian meningkat akhir-akhir 
ini menggelitik penulis untuk melakukan penelitian tentang perceraian karena 
faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011. 
Persamaan skripi penulis dengan skripsi ini antara lain sama membahas 
terkait perceraian yang ada di Pengadilan Agama dan memiliki perbedaan yang 
signifikan terkait faktor perceraian tersebut penulis membahas dampak covid 
19 terhadap peningkatan perceraian sedangkan skipsi ini membahas faktor 
ekonomi saja dan perbedaan tahun memberikan dampak hasil yang berbeda 
juga nantinya 
Skripsi Karya Derra Oktafera. Skripsi ini berjudul “Analisis Faktor 
Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan 
Agama Kelas 1a Palembang”.12 Membahas terkait peningkatan lkasus 
perceriain dari tahun ke tahunnya di pengadilan Agama Palembang dengan 
menganalisis faktor penyebabnya pada tahun 2018. Penelitian ini memiliki 
persamaan dengan penelitian penulis yaitu meneliti terkait faktor peningkatan 
perkara percerian, akan tetepi memiliki perbedaan dalam penelitian ini yaitu 
perbedaan waktu serta faktor penyebab dan lokasi kejadian yang diambil untuk 
diteliti. 
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disajikan diatas, 
maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kali ini dapat diakui memiliki 
keaslian serta kebaharuan dalam penenuan hukum, sehingga dengan harapan 
dapat diajukan dan diteruskan menjadi skipsi yang sah dan baik nantinya demi 
perkembangan dunia akademisi dan pembaharuan hukum itu sendiri. 
G.  Metode Penelitian 
1.  Jenis Penelitian 
Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif-
empiris, yakni penelitian yang menitikberatkan variabel penelitiannya pada 
bagaimana suatu norma yang hidup dalam masyarakat diaplikasikan.13  
Secara spesifik, norma yang dimaksud oleh penulis adalah norma tentang 
tujuan perkawinan pada fikih munakahat dan hukum positif di Indonesia. 
Adapun pelaksana normanya adalah mereka yang mengajukan permohonan 
cerai talak maupun gugat cerai pada Pengadilan Agama Malang Kelas 1A. 
2.  Lokasi Penelitian 
Tempat yang dijadikan lokasi penelitian oleh peneliti adalah 
Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, atau yang akrab disebut dengan 
Pengadilan Agama Kota Malang. Bertempat di Jalan Raden Panji Suroso 
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Nomor 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Kode 
Pos 65125. 
3.  Jenis Data 
Data yang akan dikumpulkan oleh peneliti diperoleh atas dua 
sumber, yakni data primer dan data sekunder: 
a.  Data Primer 
Data primer adalah data yang secara langsung diambil oleh peneliti 
pada sumber data utama, yakni masyarakat. Pada penelitian normatif-
empiris, sumber data utamanya adalah responden, informan, dan 
narasumber.14 Responden adalah mereka yang menjadi variabel dalam 
penelitian yang dengannya pertanyaan seputar penelitian akan terjawab. 
Informan adalah mereka yang secara langsung ikut dalam suatu variabel 
penelitian, namun bukan aktor utamanya. Sedangkan narasumber 
merupakan tokoh-tokoh yang turut mengamati jalannya suatu 
permasalah yang dijadikan objek penelitian. 
Pada penelitian ini, data primer akan digali dari beberapa 
responden, informan, dan narasumber yang meliputi:  
1. Majelis hakim pemeriksa perkara; 
2. Pejabat administratif Pengadilan Agama Malang Kelas 1A; dan 
3. Hakim di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A. 
b.  Data Sekunder 
Tak seperti data primer yang lansung didapatkan dari sumber utama 
variabel penelitian, data sekunder adalah data yang diperoleh oleh 
peneliti melalui sumber tidak langsung pada variabel penelitian. Secara 
spesifik, Muhaimin menjabarkan bahwa data sekunder pada penelitian 
normatif-empiris berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier.15 
Secara berurutan, berikut adalah sumber data peneliti yang sudah 
diurutkan sesuai dengan klasifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier: 
1. Al-Qur’an dan sunnah; 
2. UUD NRI 1945; 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan; 
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; 
7. Kompilasi Hukum Islam; 
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8. Buku-buku hukum perkawinan Islam; 
9. Jurnal-jurnal hukum; dan 
10. Kamus hukum. 
4.  Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan scope data yang diasumsikan ada untuk 
diperoleh peneliti. Ia tak sekedar subyek tertentu, namun juga objek yang 
memiliki kualitas maupun karakteristik yang sudah ditetapkan oleh 
peneliti.16 Pada konteks ini, perkara perceraian faktor ekonomi adalah 
populasi yang ditetapkan oleh peneliti. 
Oleh sebab keterbatasan sumber daya manusia, waktu, biaya dan 
lain sebagainya, populasi sebagai objek yang diteliti oleh peneliti dapat 
diwakilkan melalui sampel. Sampel sendiri merupakan bagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dipunyai oleh populasi tertentu.17 
Secara teknis, teknik pengambilan sampel dilaksanakan melalui non 
random sampling, yakni pengambilan sampel tidak secara acak. 
Peerapannya dengan menentukan satu kriteria terlebih dahulu sebagai 
prioritas subjek yang akan diteliti, kemudian menyebar kepada empat 
klasifikasi koordinat yang ditentukan.18 
Pada aspek ini, peneliti memfokuskan pada pihak prinsipal yang 
berperkara perceraian di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A dengan dalih 
syiqaq secara langsung, dan dalih ekonomi secara tidak langsung. 
Kemudian, empat koordinat yang dituju peneliti untuk dijadikan sampel 
adalah majelis hakim pemeriksa perkara, Pos Bantuan Hukum Pengadilan 
Agama Malang Kelas 1A, Panitera atau Panitera Pengganti, dan hakim-
hakim di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A. 
5.  Teknik Pengumpulan Data 
Data pada penelitian ini didapatkan dengan triangulasi data, dimana 
peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data secara sekaligus – 
yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi – sebagai wujud skeptisme 
peneliti terhadap data penelitian. 
a.  Observasi 
Sebagai suatu tindakan untuk mengamati objek penelitian, peneliti 
melakukan observasi partisipatif pasif yang mana menempatkan peneliti 
untuk ikut dalam kegiatan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama 
Malang Kelas 1A dengan tanpa terlibat terhadap proses pemeriksaan 
perkara. 
b.  Wawancara 
Dalam upaya mendapatkan data dari responden, informan, dan 
narasumber di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, peneliti baik saat 
maupun di luar observasi partisipatif pasif akan melaksanakan 
                                                 
16Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 
R&D. Bandung. CV Alfabeta. Hal 117. 
17Ibid. Hal 118. 




wawancara terstruktur dengan maksud mendapatkan data secara 
terperinci. Peneliti meyakini bahwa pada penelitian pendahuluan, data 
yang didapatkan masih berada pada ‘permukaan’ – namun sudah 
menunjukkan beberapa hal yang patut ditindaklanjuti, sehingga 
dengannya perlu dilakukan wawancara secara terstruktur. 
c.  Dokumentasi 
Keseluruhan data yang didapat melalui observasi dan wawancara, 
oleh peneliti dilengkapi dan dikonfirmasi melalui dokumentasi. Seperti 
kata dasarnya, dokumen adalah keseluruhan tulisan, gambar atau tanda-
tanda tertentu yang bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan 
informasi.19 Pada teknik ini, peneliti berusaha mendapatkannya baik 
dari Pengadilan Agama Malang Kelas 1A secara langsung, berita dari 
harian cetak maupun online, dan penelitian-penelitian yang sudah 
dilakukan sebelumnya. 
6.  Teknik Analisis Data 
Sebagai upaya untuk memahami objek penelitian (variabel) – 
setelah diadakan pengumpulan data secara triangulasi, peneliti berupaya 
untuk menyusun, mengorganisasikan dan mencari hubungan antar data 
yang sudah didapat melalui analisis data. Hal ini sebagaimana diutarakan 
oleh Sugiyono bahwa:  
“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam 
pola, memilih yang mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 
membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 
maupun orang lain”.20 
 
Adapun model analisis yang digunakan pada penelitian ini mengacu 
pada model Miles dan Huberman serta secara bersamaan mengunakan 
model Spradley. Hal ini dilakukan peneliti sebagai upaya agar dalam 
memahami data terkumpul semakin baik. Penggunaan model hybird ini 
secara teknis oleh peneliti akan gambarkan sebagai berikut:  
                                                 






Pada tahapan awal peneliti melaksanakan reduksi data hasil 
pengumpulan secara triangulasi berdasarkan deskripsi domain yang diteliti 
meliputi tempat, subyek-subyek prinsipal, dan kegiatannya. Apabila data 
yang diterima belum cukup memenuhi kriteria pendeskripsian domain, 
maka data akan kembali digali. Namun, apabila pada sub-tahapan ini sudah 
cukup terpenuhi, maka peneliti akan melaksanakan analisis taksonomi. 
Analisis taksonomi adalah pendalaman analisis terhadap analisis 
domain yang pada intinya peneliti akan memperinci kembali tentang atau 
tidak adanya sub-sub domain yang perlu diulas dan ditelisik secara 
mendalam. Analisis taksonomi oleh peneliti dikategorikan sebagai tahap 
reduksi data, sebab sifatnya yang memperjelas penentuan data yang akan 
digunakan. 
Setalah melaksanakan analisis taksonomi pada tahapan reduksi data, 
peneliti akan melaksanakan analisis komponensial, yakni 
pengidentifikasian data secara spesifik dan kontras. Arti spesifik adalah 
ontologis data yang mampu memberikan gambaran secara nyata terhadap 
variabel penelitian. Sedangkan kontras, artinya peneliti mengidentifikasikan 
makna yang menjadi pembeda antara identifikasi data spesifik dengan yang 
lainnya tatkala hendak diperbandingkan. 
Pada tahap kedua, analisis data dilaksanakan dengan cara penyajian 
data. Artinya, peneliti akan membuat ilustrasi seputar data yang sudah 
didapat untuk kemudian dicari kesimpulan atas data tersebut. Tahapan ini 
berperan penting untuk mencari benang merah yang akan mengantarkan 
peneliti pada penarikan kesimpulan atas data. 
Pada tahap akhir, data dicari kesimpulan sebagai gambaran umum 
terhadap status quo. Dalam definisi Spradley, inilah yang disebut dengan 
analisis tema kultural, yang artinya peneliti mengidentifikasi relevansi 
antara hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensional. Pada tahapan 
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ini, besar kemungkinan peneliti akan mendapatkan pilihan untuk 
mempertahankan atau mengalihkan fokus penelitian. 21 
H.  Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan 
penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika 
dan gambaran umum pembahasan yang ada didalam skripsi ini sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN adalah Pendahuluan yang berisikan 
gambarann singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 
Perumusan Masalah, Tujuan dan Kontribusi Penelitian, Metode Penelitian dan 
Sistematikan Penulisan. 
Dalam bab ini penulis menganalisis dan menjabarkan akar masalah dan 
keunikan atau sebuah temuan hukum baru atau novelty terhadap penelitian yang 
akan dilaksanakan yaitu mengenai “Kesadaran Hukum Tujuan Perkawinan 
Menurut Fikih Munakahat dan Hukum Positif Semasa Covid-19 (Studi Kasus 
Perkara Perceraian Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 
2020)”. apakah intensnya interaksi antara keluarga khususnya suami istri 
menyebabkan peluang terjadinya konflik lebih besar, sehingga menarik untuk 
diteliti lebih lanjut. 
BAB II TINJUAN PUSTAKA Menguraikan tentang teori dasar yang 
digunakan untuk mendukung pemahaman yang berhubungan dengan 
“Kesadaran Hukum Tujuan Perkawinan Menurut Fikih Munakahat dan Hukum 
Positif Semasa Covid-19 (Studi Kasus Perkara Perceraian Faktor Ekonomi di 
Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2020)”. 
BAB III METODE PENELITIAN. Menguraikan serangkaian metode 
yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini. Secara sistematis, peneliti 
akan memulai dengan deskripsi jenis, pendekatan, lokasi, waktu, sumber data, 
teknik pengumpulan data, dan analisis data. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASANMenguraikan tentang hasil 
pengujian, pembahasan hasil pengujian dan menganalisa masalah “Kesadaran 
Hukum Tujuan Perkawinan Menurut Fikih Munakahat dan Hukum Positif 
Semasa Covid-19 (Studi Kasus Perkara Perceraian Faktor Ekonomi di 
Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2020)”. 
BAB IV PENUTUPMenguraikan tentang kesimpulandan saran dari hasil 
penelitian tentang “Kesadaran Hukum Tujuan Perkawinan Menurut Fikih 
Munakahat dan Hukum Positif Semasa Covid-19 (Studi Kasus Perkara Perceraian 
Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2020)”.
                                                 
21Ibid., Hal 335-362. 
